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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 47 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

: bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan
Organisasi Kelurahan Kabupaten Pemalang, maka periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas
Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Pemalang.

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun
2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan
Kota;

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi
Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

D LR LN e

©

10.

11.

12.

1.3,

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Bupati adalah Bupati Pemalang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
Camat adalah Kepala Kecamatan;

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;

Lurah adalah Kepala Kelurahan;

Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;

Tugas adalah proses pengolahan bahan kerja dengan menggunakan
perangkat kerja untuk memperoleh hasil kerja;

Fungsi adalah jabatan/ pekerjaan yang dilaksanakan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI KELURAHAN

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

@ampooTY

(1)

(2)

Lurah;

Sekretariat Kelurahan;

Seksi Pemerintahan;

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;

Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Lurah mempunyai  tugas pokok  menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) Pasal ini, Kelurahan mempunyai fungsi :
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Pasal 19 Keputusan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pemalang,

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 September 2006

{ BUPATI PEMALANG 7~
‘
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-H. M. MACHROES

Diundangken di Pemalang

pada tanggal 21 September 2006
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN FPEMALANG

SANTOS0, MM,MS1 £
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 47
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